GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR ‘U TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun
2016 telah menetapkarn mekanisme penyampaian Surat
Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan kebijakan di bidang
pengelolaan keuangan daerah saat ini, sehingga periu
diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penyampaian
surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-~-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentulkan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65,. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan N o (Lembaran Negara Republik
Indonesua ' ,. Tambahan Lembaran
- : 355);

ahun 2004 tentang
ggungjawab Keuangan
Jegara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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Menetapkan :

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahurz 2014 teni:ang:}_
Pemerintahan - Daerah - (Lembaran Negara Repubhlg iy

Indonesia Tahun - 2014, Tambahan Lembar_an_ Negar
Republik - Indonesia. Nomor 5587) sebagalmana._. te

diubah beberapa kali: terakmr ‘dengan_ Undang~U'ndaing}:;__ :
Nomor 9 Tahun 2015 tenta:ﬂg Perubahan Kedua atasg-_ T

Undang-Undang Nomor 23 ’I‘ahun 2014 Ltel
Pemenntahan Daerah :

Negara Repubhk Indones:La Nomor 56’7 9)

6. Peraturan Pemermtah Nomor 7’1 'I‘ahun 20 10 tentang__l-, [EAEnR

Standar - Akuntansi- Pemermtaban (Lembaran Negar
Republik Indonema Tahun’ 2010 Nomor 123;_; Tambahan_z
Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 5165)

7. Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang';
Pengelolaan : Keuangan Daerah (Lembaran Ne_gara-:

8. Peraturan’ Menten Dalam Negen Nomor 1
tentang Pedoman Pengeloaan i

Indonesia Tahuﬁ 201 1 Nomor 310)

9. Peraturan: Menterl Dalam Negem Nomor 55 'I‘ahul
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyus nan.
Laporan Pertanggung}awaban Bendah: a :
Penyampauannya : :

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahuﬂ 2008 tentang:_Pok__
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembf“ an Daere
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nor
Tambahan Lembaran Daerah Prov1ns1 Kalzmantan
Nomor 3); B - :

il.

Provinsi Kalimantan Barat

MEMUTUSKAN

PERATURAN = GUBERNUR ’I‘ENTANG
PENYAMPAIAN - SURAT

BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ‘H Y
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
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 BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasai 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dlmaksud dengan
1. Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Bar&t

2. Pemerintah Daerah adalah  Gubernur sebaga.l unsu: b
pemerintahan daerah yang memimpin - pelaksanaan umsan menntahan
yang menjadi kewenangan Prov1ns1 Kalimantan Barat; i

3. Keuangan Daerah adalah semua hak: dan kewa31ban daerah dalam r
4,
5.
6.
pelaksanaan kegiatan. _
7. Surat Penyediaan Dana ya.ng Selamutnya dlsmgkat SP
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakf'
dasar penerbitan SPP. R :
8.
9.

melaksanakan pengelolaan APBD dan" bertmdak sebagai Bei
Daerah.

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk meiaksah
Bendahara Umum Daerah A S
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15.

16,

17.

18.

19,

20.

21.

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini mehputi
a. Penyampaian SPM; dan
b. Penerbitan SP2D.

(1)

(S

Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut FPK~SKPD adaiah.._' R

pejabat yang melaksanakan furgsi tata usaha keuangan pada SKPD T R B
Pejabat Penatausahaan Keuanaan Pembantu ‘yang selanjutnya d;sebut PPKP-—_- )
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan sebaglan ﬁmgs1 tata usaha keuangan_;} (LR
pada Unit Kerja (UPTD/Biro). S i
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan yang. selanjutnya dasmgkat PP’I‘K adalah"g_; il
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa keg1atan ST

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Ll
Bendahara Pengeluaran/Bendahara- Pengeluaran Pembantu, adalah pejabati. EaE 1
fungsional yang ditunjuk untuk menerima; menyﬂnpan membayarkan,f__'-; LT
menatausahakan, dan mempertmlggung;awabkan uang urntuk - keperluanj g
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD /1 Umt Kexja canrnha e
Surat Permintaan Pembaya;an yang selanjutnya d1 smgkat SPP- adalah s e
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungawab atas
pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran_ ol
Pembantu untuk mengajukan’ permmtaan pembayaran L S

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat: SPM adalah dokumen:-'"

yang digunakan/diterbitkan  oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggu 12
Anggaran untuk menerbitkan SPQD atas beban pengeluaran DPAuSKPD e

Surat Perintah Pencairan Dana yang selan;uinya disingkat SP2D adalah ¢ urat
Perintah yang diterbitkan oleh' Bidang = Perbendaharaan seiaku.._ Kuasa
Bendahara Umum Daerah untuk: pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD o
berdasarkan SPM. : _ S SR

BABI
RUANG LiNGKUP
" Pasal?2’ _

BAB III :
PENYAMPAIAN SPM
Pasal 3

Kepala SKPD /Umt Kerja sekaku Pengguna Anggaran/ Kua Pengguna

sebagaimana tercantum dalam Lampzran I yang merupakaii baglaﬁ -._.tldak |
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. : : .

SPM sebagairmana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri darl
a. SPM-UP; -
b. SPM-GU;
c. SPM.TU: o U
d. SPM-LS Gaji dan 'I\m;angan serta ’l‘ambahan Penghasﬂan Lmnnya
e. SPM-LS Honorarium PNS dan Non PNS;- '
f. SPM-LS Belanja Bantuan Sosial;
g. SPM-LS Belanja Dana Hibah;
h. SPM-LS Belanja Bantuan Keuangan;
i. SPM-LS Belanja Bagi Hasil Pajiak Daerah; o e
j. SPM-LS Belanja Operasional KDH/ WKDH dan lepman Daerah
4
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k. SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa; dan
1. SPM-LS Pengadaan Tanah.

(3) PPK/PPKP sebelum menerbitkan SPM wajib melakukan pengujian atas
dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu sebagai persyaratan untuk penerbitan SPM.

{(4) Sebelum Pengajuan SPM Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang
Persediaan (TU) berikutnya terlebih dahulu menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
(SPTB) untuk di setujui oleh Bidang Perbendaharaan.

(8) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengujian substantif
dan pengujian formal.

(6) Pengujian substantif adalah pengujian berupa :

a. meneliti kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta Tambahan
Penghasilan Lainnya, SPP-LS Honorarium PNS dan Non PNS, SPP-LS
Belanja Bantuan Sosial, SPP-LS Belanja Dana Hibah, SPP-LS Belanja
Bantuan Keuangan, SPP-LS Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, SPP-LS
Belanja Operasional KDH/WKDH dan Pimpinan Daerah, SPP LS
Pengadaan Barang dan Jasa dan SPP-LS Pengadaan Tanah;

b. meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen SPP-LS barang dan jasa
yvang disampaikan oleh bendahara;

c. kelengkapan dokumen SPP-LS barang jasa disertai dengan Ringkasan
Kontrak sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

d. meneliti ketersediaan dana untuk program dan kegiatan/sub kegxatan/
rekening dalam DPA;

e. meneliti kelengkapan dokumen SPP apakah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(7} Hasil penelitian/verifikasi yang telah dilakukan oleh PPK/PPKP dxmangkan
dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ITI, Lampiran L.z,
Lampiran III.b, Lampiran Ill.c, Lampiran IIl.d, Lampiran [ll.e, Lampiran I11.1,
Lampiran ll.g, Lampiran ILh, Lampiran [ILi, Lampiran 1ILj, Lampiran 1Lk,
Lampiran IIL1, Lampiran Ill.m, Lampiran IlI.n, Lampiran IIl.o dan Lampir"an
III.p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(8} Pengujian formal adalah pengujian berupa :

a. meneliti dan mencocokan tanda tangan dokumen SPP;
b. meneliti kebenaran penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan _
huruf.

(9) Apabila dokumen SPP dinyatakan sah dan benar, PPK/ PPKP menyiapkan
SPM untuk ditandatangani oleh PA/KPA. '

(10) Apabila dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Pengguna -
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK/PPKP wajib menolak untuk
menerbitkan SPM.

(11) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10} paling lama :
1 (satu} hari kerja sejak diterima SPP, dengan surat penolakan sebagaimana
tercantum dalam Lampzran IV yang merupakan bagian tidak terpzsahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(12) Dalam hal PA/KPA berhalangan, PA/KPA dapat menunjuk pejabat yang dlben _
wewenang unfuk menandatangani SPM.
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2. Hibah dalam bentuk barang/jasa kepada pihak ketxga yang se}ak awal e
penganggarannya direncanakan untuk d1h1bahkan dﬂengkapl p '_
dengan : : _ _ FRhE

1. SPM-LS;

2. surat pengantar SPM- LS _ S e e
3. laporan verifikasi kelengkapan dokumen (ce_k'lis'tr:._ menggunakan S
ballpoint oleh PPK-SKPKD); L L
4. ringkasan SPM-LS; SRR R
5. surat pernyataan tanggung Jawab mutlak dam PA (b@rﬁi@t@ra; S e

Rp6.000,- dan dicap basah); dan . ER T
6. dokumen lain yang dipersyaratkan, . : : S 5
k. dokumen SPM-LS belanja bag1 hasil: pagak daerah d1lengkap1 dengan :
1. SPM-LS; :
2. surat pengantar SPM-LS; T e e
3. laporan verifikasi kelengkapan dokumen (ceklzstmenggunakan
ballpoint oleh PPK SKPKD}; e R L
4. ringkasan SPM-LS; j Ll
5. surat pernyataan tanggung Jawab mutlak dan PA (b:éi‘m'éitéréi'
Rp6.000,- dan dicap basah); dan =~ : L
6. dokumen lain yang dlpersyaratkan _ e
. dokumen SPM-LS belanja operasmna} KDH / WKDH dan pzmpman DPRE)
dilengkapt dengan : _
1. SPM-LS;
2. surat pengantar SPM-LS; ' e PP S
3. laporan verifikasi kelengkapan dokumen (ceklzstmenggun
ballpoint oleh PPK-SKPD/PPKP-Biro/ UPT} e
4. ringkasan SPM-LS; : o Ll R
3. surat pernyataan tanggung Jawab mutlak darl PA / KPA (bermatera;":
Rp6.000,- dan dicap basah); dan . BRRR G b
6. dokumen lain yang dlpersyaratkan »
m.dokumen SPM-LS pengadaan bara_ng/ jasa lamnya, dﬂengkap1 dengan
1. SPM-LS;
2. surat pengantar SPM- LS - P :
3. laporan verifikasi kelengkapan dokumen (cekhst menggun_ kan-
ballpoint oleh PPK-SKPD/ PPKP—Blro / UPT) : .
4. ringkasan SPM-LS; ' e T
5. surat pernyataan tanggung jawab muﬂak darl PA/ KPA (bermaterai
Rp6.000,- dan dicap basah); dan . : . o S
6. dokumen lain yang dlpersyaratkan : S
n. dokumen SPM-LS pengadaan tanah, dllengkapl dengan Sl
1) SPM-LS; S o
2} surat pengantar SPM-LS; : et
3) laporan verifikasi kelengkapan dokumen (ceklzsf menggunakan’f_
ballpoint oleh PPK-SKPD /PPKP-Biro/ UPT) o
4] ringkasan SPM-LS; '

j. dokumen SPM-LS belanja bantuan keuangan dﬂengkapi dengan |

SPM LS;

surat pengantar SPM LS; : B R T W SR e
laporan verifikasi : kelengkapan - dokumen (ceklist menggunakan =~
ballpoint oleh PPK~SKPD) = e T e '

ringkasan SPM-LS; : i ERE
surat pernyataan ianggung jawab mutlak dam PA (bermaiera:f, L]
Rp6.000,- dan dicap basah); dan™ : : SRS -

dokumen lain yang dipersyaratkan.
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6)

{7)

a. surat pernyataan tanggung _]&W&b mutlak d_ar
Rp6.000,- dan dicap basah); dan - .~ "
b. dokumen lain yang dlpersyaratkan L

Penyampaian SPM pada Bidang | Perbendaharaan dﬂakukan oleh_;Bendahara _
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pe as yang telah
ditunjuk dengan surat penunjukan oleh PA/ KPA o

Petugas pada Bidang Perbendaharaan melakukan penehtaan dan: :
pemberkasan atas surat penun3u1<an penyampalan SPM sebagmmaﬁaf
dimaksud pada ayat (1). i

Dalam hal terjadi perubahan. penunjukan petugas dan/ atau PNS
sebagaimana dimaksud pada . ayat (2) PA/ KPA harus“ menyampalk""'
kkembali surat penunjukan. :

Format Surat Pengantar SPM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lam iran VI ang
merupakan bagian tidak terplsahkan darl Peraturan Gubernu 1n1' R

g BAB IV
Bag13n Kesatu iy
PENERBITAN SP_2D S

Pasal 6

Kuasa Bendahara Umum Daerah meiakukan penguﬂan atas SPM yan,
diajukan oleh PA/KPA Sy

Pengujian SPM sebagalmana dzmaksud pada ayat { 1)”:
bersufat substansif dan formai

adalah pengujian

dengan spesimen tandatangan dan e
b. memeriksa kebenaran pezmhsan/ peng131an }umlah i ne dalam
dan huruf. _

Apabila dokumen- persyaratan SPM yang dlagukan oleh PA /KP A S
sah dan benar, maka Kuasa BUD menerbztkan SPZD pahng I
hari setelah SPM diterima:. . :

Peraturan Gubernur ini.




(1)

Pasal 7

Berdasarkan pengajuan SPM yang dlsampa1kan oieh PA / KPA BUD melal

Kuasa BUD menerbitkan SPQD e s i

SP2D sebagaimana’ dxmaksud pada ayat ( 1) bempa B

. SP2D-UP; o

. SP2D-GU;

SP2D-TU; | ' S

. SP2D-LS Gaji dan Tungangan serta Tambahan Penghasﬂan: hin:
SP2D-LS Honorarium PNS dan Non- PNS SO

SP2D-LS Belanja Bantuan. Somal SO

. SP2D-LS Belanja Dana Hibah; - PR S

. SP2D-LS Belanja Bantuan Keuangan S 3. R
SP2D-LS Belanja Bagi Hasil’ Pajak Daerah;. L
SP2D-LS Belanja Operasional KDH/WKDH: dan lepman Daerah

. SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa dan R '
. SP2D-LS Pengadaan Tanah. = o

Penerb1tan SP2D sebagalmana dxmaksud pada ayat (2} dﬁ; E
laporan ver zﬁkasx ’ keiengkapan : dokumen airan

BT R e L0 D

pada ayat (3) tercantum dalam Lamplran VI, :
VI, b Lamplran VHI c, Lampzran VIII d Lampzr'

setelah SPM dltenma o
Pasal 9

Kepala BKAD selaku BUD melahui Kuasa BUD
berdasarkan hasil pengujlan SPM dan kelengkapan -do
penerbitan SP2D.

Format SP2D sebagalmana dzmaksud pada ayat (1)_ _
Lampiran IX yang merupakan bagzan ‘aciak terplsahk""__
Gubernur ini.

Pasal 10

oleh BKAD dalam batas waktu sebagal berlkut

a. SP2D Gaji Induk. d1terb1tkan palmg 1ambat 3 .(uga)”' ha
awal bulan pembayaran gajl,

: .10'
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{2)

b. SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat 3 (Uga) harl kerJa setelah';;_l'.._f' . S

diterima SPM secara lengkap; dan

c. SP2D UP/GUP/TUP dan LS paling lambat 1 (satu) harl kerja setelah__'-_'- IE

diterima SPM secara lengkap dan bénar.

Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) dﬂaksanakan oleh'-:_”_.-_

Bidang Perbendaharaan pada BKAD dengan mekanisme sebagal bel 1kut

a. Staf pelaksana memverifikasi persyaratan’ dokumen SPM yang:_' Gl
diterimanya, setelah dinyatakan sah dan benar selanjutnya mencetak j_ Sk

SP2D dan diteruskan ke Kasubbid;

b. Kasubbid meneliti kembali dokumen ~SP2D yang d1ter1ma dari’ staf __ e
pelaksana dan diteruskan kepada kepala bldang untuk d1tandatangam R

c. SP2D ditandatangani oleh Kabid Perbendaharaan seiaku Kuasa BUD oy
dan/atau Kasubbid Perbendaharaan I dan Kasubbid Perbendaharaan II- e

apabila Kuasa BUD berhalangan; dan

d. SP2D diterbitkan dalam rangkap 6 (enam) dan dzbubuh:t stempei basah S

BEKAD yang disampaikan kepada:

Lembar ke - 1 : Bank Operasional atau Bank yang ciltunguk
Lembar ke - 2 : Penerbit SPM. .
Lembar ke - 3 : Arsip Kuasa BUD;

Lembar ke - 4 : Pihak ketiga; '

Lembar ke - 5 : Bidang Akuntansi; dan -

Lembar ke - 6 : Arsip perhnggal dz Bidang' Perbendaharan

O Ot A WD

Bagian Kedua = R
PENYAMPAIAN SP2D PADA BANK PERSEPSI

Pagal 11

Penyampaian SP2D dan daftar penguji ke bank yang: d1tun3uk. dﬂakukaﬂ.:_’:_:"'."':_:-:.'_

oleh pegawai/petugas yang ditunjuk oleh Kuasa BUD.-

Daftar Penguji dibuat dalam rangkap 3 (tiga)’ sebaga; pengantar SPQD_'-'S?’ o

kepada Bank yang ditunjuk dengan ketentuan:

a. daftar penguji ditandatangani oleh Kepaia. B1daﬁg Perbendaharaan .
dan/atau Kasubbid Perbendaharaan I dan. Kasubbld Perbendaharaan II-Z__._' R

serta dibubuhi stempel basah BKAD;

b. daftar penguji di lengkapi dengan Surat Sef_eran Elektromk (SSE) PPn. .
PPh jika ada;

c. daftar penguji Lembar kesatu dan lembar kedua dllampm ash SPQDE___E;'::.';E' i

dikirimkan oleh petugas/pegawai BKAD ke Bank ya,ng dlmnjuk

d. daftar penguji lembar kedua setelah dltandatangam oleh Bank Kalbar-f-..i?.-:..'?';'
atau Bank Operasional yang ditunjuk dan dxkembahkan kepada BKAD:_Z_{_ i

melalui petugas/pegawai BKAD yang sama;
e. daftar penguji lembar ketiga sebagal pertmggal di BKAD dan
f. bukti Setor SSE, PNBP (e-billing) setelah. dicap. zuna*”“

selanjutnya dikirim ke SKPD berkenaan sebaga:l dasar SKPD ;“membuat_f;'_.':.:--':._'::::-_.}'5'-? e
laporan harian pajak (Daftar Transaksi Harian/DTH) dan menyampaikan = Sl
kepada BKAD bidang perbendaharaan dlsertai dengan fotocopy bukn": e

setor SSE, PNBP Elektronik.

11
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Pasal 12

(1) Pengambilan SP2D lembar ke-2 pada BKAD dﬂakukan oleh petugas yang_-': e e

ditunjuk dengan menunjukan surat penunjukan kepada pegawal BKAD

(2) Kuasa BUD wajib mencocokan identitas petugas yang d1tun3uk dengaﬂ data- :_ .

yvang ada pada Kuasa BUD.

{3) Kuasa BUD dapat menolak apabila 1dent1tas petugas yang. d1tun3uk udak" '
cocok dengan surat penunjukan yang telah di keluarkan olah SKPI) '

(4) Pengambilan SP2D lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} palmg : i | :

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SP2D diterbitkan.

(5) Format surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercs.ntum‘ e
dalam lampiran X yang merupakan bagian ndak terpisahkan darx Peraturan' e

Gubernur ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka PeraMran Gubernm}i_

Nomor 43 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyampaian -Surat Perintah . . .
Membayar (SPM) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPQD) Atas L
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat -~ |
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun: 2016 Nomor 43) dacabut daxi‘;i e

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai dlundangkan

Agar setlap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan_.f

Barat.

D1tetézp'ka'n' ch Ponuanak

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal o e oo

SEKRETARIS DAERAH _
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR |

12

20'20




LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT._ s
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPA’I‘AN DAN BELANJADAERAH -~ |

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD/UNIT KERJA

PEMERINTAH PROVINSI KALiMANTAN BARA’F
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Tahun ANZEATATL ...iovouienn.
Nomor SPM : ........ / UP / GU / TU/ LS /
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH . Potcngan-potongan,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
Supaya menerbitkan SP2D Kepada: . R DL Ll LR
SKPD: No | Uraian .~ - Jumlah' | ‘Keterangan {7
© | Nomor - ] e e
Rekening - -
Bendahara : | Nama bendahara/Pihak 1, | Turan Wajib . _
Pengeluaran/ Pihak ketiga Pegawai Negeri '
ketiga® Alamat o S R
Nomor Rekening PR 2. [ Tabungan
Bank : . Perumahan R R
NPWP 1 1 00.000.000.0.00 0. OOO' 3. S R T T e e
Dasar Pengeluaran : §BPDNo. 903 / ... / BTL Jumlah Sy Rpaiinia
No dan tanggal SPD / BL/BKAD-B _ : Potongan B !
Tanggal/bum/tahun SRR
Untuk Keperiuan ;| Pembayaran belanja { UP/
GU / TU /LS :
..................... furaian)
1. Belanja Tidak langsung**) -
2. Belanja Langsung** S i e e ]
Pembebanan pada N | Uraian - | | Keterangan |
rekening o S S
{Kode Rekening) L TR Rp.ieeriininnnn, 1.. {PPN.
{Kode Rekening) P RO | 23 3 N 2.1 PPh.
{Kode Rekening) P TN | 242 TR 3
{Kode Rekening} [ T S R Rpiin Jumlahi- o0
...... ees Potongan . L0
_ Jumlah SPM
Jumiah- uang (dengan
P haruf i, L)
Jumlah SPP yang diminta:  Rp..ooecvveveneennrioenen.. Pontianak,.......... e ﬂnggal
Terbilang : {vvvvreee i) _ N Pengguna Anggaran/ S
Nomor dan tanggal SPP: ... /dan K‘aasa Pengguna Anggaran i

Tanda tangarz

i‘@ama Jelas : i
NIP o

¥} Coref yang periu
**} Pilih yang sesuai

SPM ini Sah apablla telah di temda tangani dan c!i cap stempel oleh PA/KPA




LAMPIRAN 11

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 '

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT .

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH °
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD/UNIT KERJA
RINGKASAN KONTRAK/RESUME KONTRAK

NO. Uraian : Keterangan
Nama SKPD/Biro/UPTD
Nomor dan tanggal DPA/DPPA
Nama Program

Nama Kegiatan

Rekening Belanja

Nomor dan tgl SURAT
Perjanjian Kerja/SPK/
Pesanan /PKS

7. i Nomor dan tgl SPMK/SP

8. | Nama Pihak ketiga/Kontraktor
9. | Nama Perusahan

10. | Alamat Perusahaan

11. i Nilai Pekerjaan/Nilai SPK

12. | Uraian/Volume Pekerjaan

13. | Jumlah vang di bayarkan

14. | Cara Pembayaran

15. | Jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan (Hart Kerja/
Kalender)

16. | Jangka waktu pemeliharaan
17. | Ketentuan sanksi

M S Rl 1 Ll L

Pontianak, tgl/bin/thn
Kepala SKPD/ Umt kelja
selaku PA JKPA

Nama -
NipP.

) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{




Cara pengisian :

LN

o o

0 G N

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Nama SKPD/UPTD di isi sesuai dengan SKPD/UPTD berkenaan. .

Nomor dan tanggal DPA/DPPA di isi dengan nomor dan tanggal DPA/ DPPA
Nama Program di isi nama program sesuai Rekemng berkenaan

Nama Kegiatan di isi dengan nama keg1ata1‘1 sesuai Rekening berkenaan’ dan _
paket pekerjaan

Rekening Belanja kegiatan di isi sesuai dengan rekening kegiataﬂ berkenaan S -
Nomor dan tanggal Surat Perjanjian (SP)/Surat Perintah Kerja (SPK) / Surati.: SIS

Pesanan /Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Nomor dan tanggal SPMK di isi dengan nomor dan tanggak SPMK
Nama Perusahaan di isi dengan nama perusahaan (PT, CV, PD) .

Nama Pihak ketiga / Kontraktor di isi dengan mana’ dlrektur/ pnnpman" S

perusahaan

Alamat perusahan di isi dengan alamat atau domisili perusahaan (FT CV PD) S

Nilai Pekerjaan /Nilai SPK di isi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam' o
perjanjian /kontrak _ '
Uraian pekerjaan di isi sesuai dengan pekerjaan pengaciaan barang J&S& :

Jumlah yang dimintakan atau dibayarkan di isi sesuai dengan 3um1ah: Pt

permintaan pembayaran sesuai dengan BA. pembayaran

Cara pembayaran di isi sesuai déengan cara pembayaran apakah sekahgus__' S i

/ pertermin/pertriwulan sesuai dengan BA. kemajuan pekerjaan:

Jangka waktu pelaksanaan di isi. dengan 1amanya gangka wal{m'

melaksanakan pekerjaan dari sampal dengan

Jangka waktu pemeliharaan di isi dengan berapa lama masa- pemelﬂiaraanﬁ_ - i'
pekerj;aan (konstruk bangunan dan atau pengadaan barang yang bers1fati'-:"“--'-- SR

mesin penggerak,

Ketentuan sanksi di isi dengan sesuai dengan kef:entuan sanks1 ya:ng tertuang' -

dalam perjanjian




LAMPIRAN Il

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 ' .y
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT LR
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BDLANJA DAERAH T
PROVINSI KALIMANTAN BARAT o

KOP SURAT SKPD/ iJNI’i‘ KERJA

Laporan Verifikasi Kelerigkapan Dokumea Penerbntan SPM-UP (PPK/PPKPE': S S

-----------------------------------------------------------------------------------

A. Penerimaan SPP-UP R ERE TR L R
1. Nomor dan tanggal SPP-UP eerteerarieraerreeenvaneneretnraareesinaniitreninrnnres L0l
2. Tanggal Terima SPP-UP L eteretieereeeucrererestecnsarenearen

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-UP :

- Ada Tdkada "

. Pengantar SPP UP

. Ringkasan SPP-UP

. Surat Pernyataan SPP-UP

. Fotocopy SPD F
Fotocopy Surat Keputusan Gubernur ten‘tang Uang
Persediaan

. Rekening koran dan bukn Setor per 31 Desember
tahun sebelumnya

LS P e

ga

S d1kerjakan oleh R N
Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pejabai B
Penatausahaan Keuangan Pembantu R g

| (temda tangan) .'

(nama 1engkap)
“NIP: "

vammms

SUTARMIDIL




LAMPIRAN Iil.b
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PEN ERBITAN SURAT S
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA' DAERAEE FNREER

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KOP SURAT SKPD/ UNI‘T KERJA

Laporan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Penerbltan SPM*TU (P?Kl PPKP) i

SKPD/UPTD/BIRO @ it esans s venrarreern

----------------------------------------------------------------------------------------

A. Penerimaan SPP-TU

1. Nomor dan tanggal SPP-TU 1 ...ty

2. Tanggal Terima SPP-TU D erereereerresseresieniestiesternternrantinastrnerinnarernrarnrnren :

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-TU:

Ada - Tdk Ada

a. SPP-TU '
b. Pengantar SPP-TU
c. Ringkasan SPP-TU
d. Rincian Rencana Penggunaan TU
e. Surat Pernyataan SPP-TU
f. Fotocopy SPD
g. Nota Pencairan Dana (tanda tangan PPTK)
h. Fotocopy rekening koran bulan berkenaan
i. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang

(LPJ-TU}
j. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

(SPTB) _
k. Fotocopy e-billing (PPn-PPh)
. Bukti Setor Penerimaan Pajak (resi)
m. Dokumen lain yang dipersyaratkan (Surat

Keterangan apabila belanja melebihi dari

ketentuan )

dikerjakan oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pemba.ntu

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

2 GUBERNUR KALIMANTAN B ARATL L




LAMPIRAN IlL.c

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT SRR _ : _ .

KOP SURAT SKPD/'E)NIT KERJA

Laporan Verifikasi Kelengkapan Dok‘umen Pexzerbatan SE’M—LS (?PK-SKPD) . o

Pembayaran Gaji Induk, Gaji Terusan, Kekurangan. GB;JI, e
Gaji Berkala, Gaji Susulan PR

SKPD/UPTD/BIRO & eooeoeeeeeeeeeeveeerenn, S

L N I R Y

A.Penerimaan SPP-LS-TP o
1. Nomor dan tanggal SPP-LS-Gaji 1 .coirviiiiiiicriiiicisiiinn St L
2. Tanggal Terima SPP-L3-Gaji L everrreererreenrreseneantaeernenniss SN ST

B.Kelengkapan dan persyaratan SPM LS Ga_}l Induk/Gaji Terusan/Kekuraﬂgan 8 :'..: i o

Gaji/Gaji Berkala/Gaji Susulan *):

. SPP Gaji

. Pengantar SPP Gaji

Ringkasan SPP Gaji

. Rincian SPP Gaji

Lampiran SPP LS Gaji:

- Fotocopy SPD

- Daftar gaji

- Rekapitulasi gaji

- Rekapitulasi gaji per golongan

- e-billing PPh

- SK CPNS, SK PNS, SK Pmdah / Mutam U1ka
diperlukan] 1

- SK Kenaikan Pangkat/ GOlo'ngan' - unmk _
kekurangan Gaji 1o

- 8K Kenaikan Gaji berkala untuk penyesualan gajl ;

L= N e R

dikerjakan oieh

~ Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pem‘barltu e

(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP

; GUBERNUR KALIMAN’I‘AN BARAT_ (é S

| _j_.sUTAmleIL i

*} coret yang tidak perlu

Ada _TdkAda




LAMPIRAN [IlL.e

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020 ' ' : N S
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : S i

KOP SURAT SKPDI UNIT KERJA

Laporan Verifikasi Kelengkapan Dek’umen Penerbztan S}"Mu (FPKHPPKP
Honoranum Pegawaz Negen Sipﬂ
SKPD/UPTD/BIRO

L R N L Y

D R L E E AR

A.Penerimaan SPP-LS S R A T e e
1. Nomor dan tanggal SPP-LS © 1 ......iiiiainidiniiinnaa.
2. Tanggal Terima SPP-LS I OUONPUI RORTCLU O IPRR P TIAe AR

B.Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS HonorarmmPNS L

. BPP-LS

. Pengantar SPP-LS

. Ringkasan SPP-LS

. Rincian SPP-LS

Lampiran SPP LS:

- Fotocopy SPD b

- Keputusan Pembentukan Tlm . - Sl

- Daftar tanda terima. pembayaran honoranum yangi-’
sudah ditandatangani oleh penerima honorarium; | =
bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluarani
pembantu, mengetahui . 'PPTK - dan Pengguna.’_ L
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran S e

- Kuitansi asli {ditandangani ‘oleh Bendahara"- e
Pengeluaran dan: Setugu ' Bayar Pengguna
Anggaran) '

- e-billing PPh

oo oD

: d1kezj}akan oleh
' Pejabat Penatausahaan Keuang
' Penaiausahaan Keuangan Pembanm.;




LAMPIRAN IH.f

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 S
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENDRBITAN SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH o

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD/ UEI‘I‘ KERJA
Laporan Verifikasi Kelengkapan Boimmen Penerbitan SPM—LS (PPK-SKFQ)
Honorarium Non PNS/ Tenaga Kontrak

SKPD/UPTD/BIRO TR v

D L R T

A. Penerimaan SPP-LS R
1. Nomor dan tanggal SPP-LS  © e eense s dvereasiseibeasate S
2. Tanggal Terima SPP-LS L eetserriserssresieeetiestinntaterinneiereraesinerbnassrevonas e SV

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS Honorarium Non PNS - :

SPP-LS

Pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-LS

Rincian SPP-LS

Lampiran SPP LS:

- Fotocopy SPD :

- Keputusan Kepala SKPD tentang Pengangkatan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil/Tenaga
Kontrak _ _

- Surat Perjanjian Kontrak {diajukan pada awal tahun)

- Daftar tanda terima pembayaran honorarium Pegawai'| =
Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak| -
yang sudah ditandatangani  (penerima, bendahara'
pengeluaran dan Pengguna Anggaran) R

- Kuitansi asli (ditandangani oleh Bendahara'
Pengeluaran dan Setuju Bayar Pengguna Anggaran) | .

- —szmponz untuk penyetoran BPJS Kesehaian (1% dan

4 %)

- 8TS untuk penyetoran JKK dan JKM kepada BPJS

Ketenagakerjaan

- e-billing PPh Pasal 21 untuk WP yang melebihi PTKP

g0 TP

dﬂ{@:jakan oleh . IR
Pejabat Penatausahaan. Keuangan /. Pej aba‘t
Penatatisahaan Keuangan Pembantu

({tanda tangan)

(namalengkap) -
NIP.

~_Ada | Tdk Ada -

7 GUBERNURKALIMANTANBARATA

10

_. | SUTARMIDJI o




LAMPIRAN IH.g
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURA’I‘
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKPD/UPTD/BIRO

KOP SURAT SKPD/UNIT KERJA

Laporan Verifikasi Kelengkapan Doltumen Penerbitan SPM-LS (P?K_i’?kﬁ)

Bantuan Sosial Yang Direncanakan

.....................................................................................................

B T e L LI O s T I

A. Penerimaan SPP-L3

1. Nomor dan tanggal SPP-L3
2. Tanggal Terima SPP-1.8

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS :

o e o

Ada

SPP-LS;

Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian SPP-LS;

Lampiran SPP-LS
Fotocopy SPD;
Surat permohonan pencairan banfuan sosial dari
magyarakat;
Proposal;
Fotocopy KTP;
Surat rekomendasi dari Kepala Daerah dan/atau Kepala
Dinas Teknis terkait;
Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
Keputusan Gubernur tentang penetapan penerzma bantuan
sosial; _
Kuitansi asli bermaterai (tanda ' tangan yang menemna
bantuan sosial, lunas bayar oleh bendahara SKPKD dan
setuju bayar oleh PA/PPKD), dikecualikan uﬁtuk bantuan
sosial dalam kondisi darirat dan rumah kumuh; .
Fotocopy rekening bank atas nama penerima banman soszal '
Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai
Rp6.000 dari pihak penerima bantuan sosial, ‘dikecualikan
untuk bantuan sosial yang peneiapan penerima bentuan |
dengan SK Kolektif {termasuk bantuan sosial untuk siswa
yang tidak mampu pada SMA/SMK Swasta dan SLB};
Fakta integritas, dikecualikan untuk bantuan sosial yang
penetapan penerima bantuan dengan SK Kolektif;
Syarat-syarat lainnya  sesuai @ ketentuan peraturan:
perundang-undangan ' :

dﬂcer_;akan oleh

Pejabat Penatausahaan: Keuangan/ Pejabat .:' .
Penatausahaan Keuangan Pembantu

..........................................................

..........................................................

 TdkAda

(t&nda tangan} g

{nama Eengkap)
NP

11




LAMPIRAN IiLh
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN: BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SEPD/ UR'IT KERJA

Laporan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPK—P?KD)

SKPD/UPTD/BIRO

Bantuan Sosial Yang 'I‘1dak Dzrenca:aakan |

----------------------------------------------------------

A. Penerimaan SPP-LS

1.

Nomor dan tanggal SPP-LS
2. Tanggal Terima SPP-LS

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS :

o op T

SPP-L5;

. Pengantar SPP-LS;
Ringkasan SPP-LS;
. Rincian SPP-1.3;
Lampiran SPP-1.3

Fotocopy SPD;
Fotocopy KTF;

Surat rekomendasi dari Kepala Daerah dan/atau
Kepala Dinas Teknis terkait; _
Surat keterangan domisili dari Lurah /Kepala Desa; -

surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa

(untuk bantuan sosial yang dlbenkan kepada.
individu};

Keputusan Gubernur tentang penetapan penemma
bantuan sosial;

Fotocopy rekening bank atas nama penerima bantuan
sosial; dan

Syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan pera‘turan
perundang-undangan

.........................................................

...................................

............................

.......................

........................

.......................

-------------------------------

Ada  TdkAda

d:kelj}akan oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pe}abat . S : |
Penatausahaan Keuangan Pembanm R

(tanda tangan}

(nama- 1engkap)

» GUBERNUR KALIMANTANBARAT& ol

NIP. .

12




LAMPIRAN IILi

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020 '
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT .
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA’ DAERAH_'.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD[UHIT-.KERJA |
Laporan Verifikasi Kelengkapan Dolkumen Penerbitan SPM-LS (PPK-PPKD)
Bantuan Sosial Yang Berupa Barang/Jasa |
SKPD/UPTD/BIRO L ettt tu e et et bt ae et tab e nn e aee e e e raa e taesranans

A. Penertmaan SPP-LS

1. Nomor dan tanggal SPP-LS I e
2. Tanggal Terima SPP-LS S PO

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS :

a. SPP-1.S;

b. Pengantar SPP-LS;
c. Ringkasan SPP-LS;
d
e

. Rincian SPP-LS;

. Lampiran SPP-LS

- Fotocopy SPD;

- Nota pencairan dana yang ditandatangani oleh PPTK;

- Proposal;

- Keputusan kepala SKPD teknis tentang penectapan
penerima bantuan sosial

- Dokumen kontrak;

- Kuitansi asli bermaterai (tanda tangan penyedia
barang/jasa, mengetahui PPTK, setuju bayar oleh PA-
dan lunas bayar oleh Bendahara);

- Referensi bank asli dan nama penyedia barang/jasa,.
harus sesuai dengan surat pesanan/ surat perintah
kerja/surat perjanjian;

- Fotocopy NPWP

- e-Faktur Pajak dan e-Billing;

- Berita acara serah terima hasil pekerjaan, dilakukan
dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen
dan penyedia, setelah terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan (jika tidak ada PPK maka dltandatangam
oleh PA);

- Berita acara serah terima barang/jasa dari PPK kepada
PA, ditandangi oleh PPK dan PA (jika ada penunjukan
PPK};

- Berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan
barang/jasa, dilakukan dan ditandatangani oleh
PiPHP /PPHP, diketahui oleh PA;

- Berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh
Penyedia dan PA;

- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pihak
penerima bantuan sosial bermaterai Rp6.000;

- berita acara serah terima barang kepada penerima
hantuan Sosial, ditandatangani oleh Penerima Bantuan

Sosial dan PA; Lo




syarat-syarat lainnya sesuai ketenman per&tman

perundang-undangan

dlkerjal{an oleh :
Pejabat Penatatisatiaan Keuangan /Pej abat
Penatausahaan Keuangan Pemhantu

(tanda tangan) S

(nama- lengkap)
NiP.

;2 GUBERNUR! KALIMANTAN BARAT 5 N

V¥ SUTARMIDJT

i4




LAMPIRAN 1ILj

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH' MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI—I
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD/UNIT KERJA

Laporan Verifikasi Kelenghapan Dokumen Penerbitan SPM—LS (P?K-PPKD)
Belanja H1bah

SKPD/UPTD/BIRO  ©  eooooeoeeeereeeeoveeeereveseasosmsmseseosesessevasasesesnseassmensesesssssnensaesssasanens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A, Penerimaan SPP-L3

1. Nomor dan tanggal SPP-LS D eeteeetreeaenaraeeseraan et ee s e e s e e nensraraas
2. Tanggal Terima SPP-LS OO ROPPR

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS :

SPP-LS;

Pengantar SPP-L5;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian SPP-LS;

Lampiran SPP-LS:

1. Fotocopy SPD;

2. Keputusan Gubernur tentang penetapan bantuan hibah; "
3. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Hibah dari

Lembaga/ Kelompok Masyarakat yang berbadan hukum,

vang melampirkan :

- Proposal;

- Rincian anggaran belanja {RAB), yang besarannya sesuai
dengan SK Penetapan Penerima Hibah;

- Surat keterangan domisili dari Lurgh/Desa;

- Fotocopy KTP an. Ketua Pengurus dan Sekretaris
Pengurus dan/atau yang menandatangani dolkumen
hibah;

- Surat keputusan susunan kepengurusan
Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat;

- Fotocopy rekening bank yang masih aktif

- Fotocopy NPWP;

- Kuitansi asli bermaterai, yang ditandatangani penerima
hibah dan dibubuhi cap instansiflembaga;

- Surat pernyataan tanggung jawab- ‘mutlak, bermaterai
Rp6.000 dari pihak penerima hibah. x .

4, Naskah pegjanjian hibah daerah (NPHD); dan

5. Byarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang beriaku.

o pp op

dikerjakan oleh
Pejabat Penatausahaan Keuangan /Pegabat .
Penatausahaan Keuangan Pembantu
{tanda tangan)

(nama lengkap)
. NiIP.

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARATI{’ o R

SUTARMIDJI
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- Fotocoi:)y NPWP;

- e-fakitur Pajak dan e-billing,

- jeminan pelaksanaan asli; _

- bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan/ _.Jasa'
Konstruksi; -

LI T c . T™A FFTTLA




- jaminan/garansi bank untuk permintaan pencairan 100%
(seratus persen) atas kontrak yang berakhir setelah batas
akhir penyampaian SPM akhir tahun;

- untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi dilengkapi. dengan

a) bukti kehadiran dari Tenaga Konsultan, sesuai
pentahapan waktu pekeij]aan {untuk Konsultan
Pengawasan)];

b} bukti penyewaan/pembelian alat penunjarnig;
¢) bukti pengehiaran lainnya berdasarkan rincian dalam
surat penawaran; dan
d) buku/laporan hasil pekerjaan  (sesuai tahapan
pekerjaan).
- dokumen lain yang diperlukan, sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d1ker3akan oleh . . _ S
Pejabat Penatausahaan: Keuangan / Pe_;abat- f
Penatausahaan’ Keuangan Pembantu o

{tanda tangan)

(nma-leﬁgﬁaﬁ) :
NiP. o

&Q GUBERNUR KALiMANTANBARATg S

17




LAMPIRAN HI.1
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT; L e
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENHAPATAN DAN BELANJA DAERAH e

TAHUN 2020

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Laporan Verifikasi Kelenghapan Dakumén'?‘e'ﬂefhitan"SPX\&?%_LS':._('?PKprﬁmj'_:

SKPD/UPTD/BIRO

KOP SURAT SKPD/UNIT KERJA

Bantuan Keuangan

...................................................

A. Penerimaan SPP-LS

1. Nomor dan tanggal SPP-LS
2. Tanggal Terima SPP-LS

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS :

~ Pejabat Penatausahaan Keuangan /Pejabatf-: : ..:

...................................................

------------------------

------------------------

Wedirbansasavararraer s eresrniunans

P I I I e O

P R R R I L R W I Py

------------------------------------

a. SPP-LS

b. Pengantar SPP-LS
¢. Ringkasan SPP-LS
d. Rincian SPP-LS

e. Lampiran SPM-LS

- Fotocopy SPD _ o

- Keputusan Gubenur tentang iPeneta‘pahi
Bantuan Keuangan -

- Nomor rekening kas umum daerah pemenntah
kabupaten/kota dan pemerintah daerah’
lainnya, fotocopy rekening bank untuk partai
politik, dan lainnya (diutamakan = baﬁk :
pemerintah); '

- Surat pernyataan tanggung _}awab muﬂak- .
bermaterai Rp6.000,- dari penerima; banf:uan-
keuangan (khusus untuk partai pohtlk]

- Syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang«undangan

dlkegakan oleh

Penatausahaan Keuangan Pembantu

(tanda tangan)

(nama Iengkap)

2 GUBER&UR:KALIMAMAN BARAT,é i
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LAMPIRAN Ill.m

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT - .- :

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN: BELANJA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD/ _UHE‘I‘:KERJA

Laporan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Penerbitan S‘PM-&S(?PK—?PKE)) i 8

SKPD/UPTD/BIROC : ...

oy

A. Penerimaan SPP-LS

Bagi Hasil Pajak Daerah

L N R R L R R T Y LT N N N A T

-------------------------------------------------------------------------------------

1. Nomor dan tanggal SPP-LS & ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeerenn, e POy

2. Tanggal Terima SPP-LS : Ceteteereteeiatnttaaeressenrernraisatdevarer e rrass cia e
B.Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS ; S
Ada - Tdlk Ada
a. SPP-LS R
b. Pengantar SPP-L3
c. Ringkasan SPP-LS
d. Rincian SPP-LS
e. Lampiran SPM-LS :
- Fotocopy SPD
- Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Perhitungan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
- Nomor rekening Kas Umum Daerah Kabu‘pate‘n/
Kota (diutamakan bank pemerintah) -
- Syarat-syarat lainnya sesuai ketenman
perundang-undangan
dlkerjakan oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan /Pﬁfjabat-.'.f“:_i_ el

Penatausahaan Keuangan Pembantu
{tanda tangan) :

(nama lengkap) -

 CUBERNUR KALDIANTAN BARATL

"~ SUTARMIDJL =
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LAMPIRAN NlL.n

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT

PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD/UNIT KERJA

Laporan Verifikasi Kelengkapan Dolkumen Penerbitan SPM-LS (?PKéP_P_K-D‘:) L

Belanja Operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD

SKPD/UP’I‘D/BIRO . L L R e R SN R YRR SR N Y

.........................

A. Penerimaan SPP-LS
1. Nomor dan tanggal SPP-LS
2. Tanggal Terima SPP-LS

-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

............................................................

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS :

. SPP-LS
. Pengantar SPP-LS
. Ringkasan SPP-LS
. Rincian SPP-LS
Lampiran SPM-LS :
- Fotocopy SPD;
- Kuitansi Asli {ditandatangani

O TR o B w gl 17

DPRD yang menerima, bendahara pngeluaran

dan setuju bayar oleh PA);

- Daftar penerimaan biaya operasional pimpinan

DPRD;

- Pakta Integritas penggunaan belanja

operasional pimpinan DPRD;

- Syarat-syarat lainnya sesuai Lketentuan
peraturan perundang-undangan

Ada Tdk Ada -

oleh pimpinan

dikerjakan eleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat =

Penatausahaan Keuangan Pembantu’
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

ﬁ GUBERNUR KALIMANTAN BARATA Rt

" SUTARMIDJI -
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LAMPIRAN IH.o
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT--- 3 R
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH'; M

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

EOP. SURAT SKPDI ’UHIT'KERJA

Laporan Verifikasi Keiengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPKIPPKP }

Pengadaan Bar ang/ Jasa Lamnya

SKPD/UPTD/BIRO  ©  oevereeurecereruneesrenmmrneensesssessensseaens et EOENS A CR TR UEEE F

A. Penerimaan SPP-LS
1. Nomor dan tanggal SPP-LS
2. Tanggal Terima SPP-L.S
3. Nama Kegiatan

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS:

SPP-LS

Pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-LS

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS
Lampiran SPP-1.S :

- Salinan SPD

- Resume /Ringkasan Kontrak

-  Referensi Bank Asli

- Jaminan Pelaksanaan Dari Lembaga Keuangan (Bank atau
Asuransi) :

- Jaminan Uang Muka/Jaminan Pemeliharaan (sesua; kebutuhan}
-  e-Faktur

- e-billing {(PPn-PPh)

- NPWP

- Foto Fisik (0%, 50% dan 100%)

- Dokuiiieii lain yang dipersyaratikan -

e

f. Dokumen Pelengkap :

- Kuitansi Asli bermaterai :

- Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerja - -
- Nomor : Tangpal

- Surat Pesanan/Surat Perintah Mulai Kexja
- Nomor: Tanggal

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa
- Nomor: Tanggal : -

- Berita Acara Serah Terima barang dan Jasa
- Nomor: Tanggaf

- Berita Acara Penvelesaian Pekerjaan

- Nomor : Taniggsl : -

- Berita Acara Pembayaran -

- Noror : Tanggal v

diker_;akan oieh R
Pe;abat Penatausahaan Keuangan ! Pejabat =
Penatausahaan Keu gan Pembantu

{tanda tangan)

(nama Iengkap) i -
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LAMPIRAN HLp
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURA’I‘-_ S
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN: BELANJA DAERAH.Z-:- .

TAHUN 2020

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Laporan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS (PPKIPPKP B L

SKFD/UPTD /BIRO

KOP SURAT SKPD/ 'fIN!T KERJA

Pengadaan Tanah

....................................................

A. Penerimaan SPP-LS

1. Nomor dan tanggal SPP-LS
2. Tanggal Terima SPP-LS

B. Kelengkapan dan persyaratan SPM-LS :

°ppo o

1

3.

8.

9.

SPP-LS

Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
Rincian SPP-LS
Lampiran SPM-LS
. Fotocopy SPD;
2.

Nota pencairan dana yang d1tandatangam
oleh PPTK;

Fotocopy bukti kepemzhkan tanah /sertlﬁkat
hak atas tanah;

. Kuitansi Asli bermaterai (dztandatangam oleh-

pemilik tanah, mengetahui PPTK, setuju bayar
oleh PA/KPA dan hunas bayar oleh bendahara

pengeluaran /bendahara péngeluaran.

pembantuy;

. Bukti pembayaran PBB tahun transaka
. Surat persetujuan harga antara pemilik dan

pihak pembeli;

. Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah_'. -
tidak dalam sengketa atau tidak dalam

agunan;

Surat pelepasan/penyerahan  hak atas| o

tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;

Surat pelepasan adat {jika status tanah adat);

10. e-billing PPh Final atas pelepasan hak;

11.fotocopy Rekening Bank atas nama pemilik

12. pengadaan tanah tidak lebih dari 1 (satu) :'.

tanah;

hektar juga melampirkari :
a) yin lokasi oleh Bupati/Walikota;

b) daftar  nominatif  diketahui  oleh
Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat; -

¢) berita acara pengadaan tanah diketahui
oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat
setempat;

22
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d) berita acara pelepasan hak atas tanah
yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak (pejual dan pembeli} diketahui oleh
Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;

e} surat pernyataan kepemilikan tanah;

f) Lampiran Surat Kepemilikan (Patok/
Sertifikat).

13. pengadaan tanah di atas 1 (satu) hektar
melampirkan :
a) 1jin lokasi oleh Bupatl/ Walikota;

b) persetujuan panitia  pengadaan tanah
untuk tanah yang luasnya lebih dari 1
{satu) hektar;

c} daftar nominatif ditandatangani sekurang-
kurangnya oleh tiga orang Anggota Panitia
Pengadaan Tanah (P2T);

d) berita acara pengadaan tanah
ditandatangani sekurang-kurangnya oleh
tiga orang Anggota Pamma Pengadaan'
Tanah (P2T);

¢} berita acara pelepasan hak atas tanah| =
ditandatangani antara Anggota Panitia

Pengadaan Tanah (P2T) bersama-sama| =
pihak yang melepas hak tanahnya; |

f) surat pernyataan kepemilikan tanah;

g) lampiran surat kepemilikan |
(Patok/Sertifikat); dan

h) kelengkapan tanda  tangan  Panitia
Pengadaan Tanah yang lain paling lambat
tiga bulan sejak Daftar Nommauf dan
Berita Acara diserahkan.

d;.kergakan oleh R oL RS A
Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat i
Penatausahaan Keuangan Pembamu '
(tanda tangan)

(nama Iengkap)
NIP -
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LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 ' '
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT' '

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH =

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPD/UNIT KERJA

SURAT PENOLAKAN PﬂNERBITAN SPM

Pontianak, tanggal / bulan/ tahun

Kepada
Nomor RSP VPO Yth. Bendahara Pengeiuaran /
Sifat : Segera/Penting Bendahara Pengeluaran B
Lampiran : 1 (satu) berkas Pembantu .......... e criieennini
Hal :  Pengembalian SPP di-
Tempat

Bersama ini terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedman/ Ganti Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan- Pembayaran =
Langsung (SPM-UP*/GU*/TU*/LS* Saudara NOMOT : ..eceveververvirrensens ... tanggal
....................... dikembalikan, karena tidak memenuhi syarat. untuk d1terb1tkan_," =
SPM, adapun kekurangannya sebagai berikut : R

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih

Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat o
Penatausahaan Keuaﬂgan Pembantu

{tanda tangan)

(nama 1engkap)
NIP. - -

*) coret yang tidak perlu

y GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, {0
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LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT _ _
NOMOR TAHUN 2020 g
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURA‘T

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DABRAH e

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT -sfxcpmﬁﬁrr- KERJA

SURAT PENGAH ’E‘AR SPM
|1 Te ) ok S

Kepada Yih.
Kuasa Bendahara Umum Daerah Provmsz Kalimantan: Barat

di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Kahmantan Barat Nomor

Tahun ...... tentang Penjabaran APBD Tahun ......... .bersama ini kamz mengagukan - _:. 5
Surat Perintah Membayar (SPM*-UP*/ GU*/TU*/LS*) Nomor...’-.-.., tangga_‘{ ,,,,,,,,,,, SR N

untuk diterbitkan SP2D sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan

SKPD

Tahun Anggaran '
Dasar Pengeluaran SPD Nomor

R L L R N R I T

N R R I R N N Y]

N

OB Lo

o

Jumlah dana yang dimintakan untuk dma:arkan Rp
Terbilang (

7. Nama Bendahara Pengeluaran/Plhak Keuga.. B T IO A S PRI S
8. Nama dan Nomor Rekening Bank Bendahara / thak Ketlga

---------------------------

Pontxanak tanggal / bulan / tahun _
Pejabat: Penatausahaan Keuangan / Pe}abat

R R R L T R R LY E I

Jumlah Sisa Dana SPD FRP et i
LRz 21 Le T OO OO U U O PSR ES SRR PRI PO SE SIS S PRINEISCEU) LSt B

Penatausahaan Keuangan Pembantu | _:

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

*} coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT _ |
NOMOR  TAHUN 2020 | S
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT LT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - -
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT SKPDI UNI’? KERJA :
SURAT PERNYATAAN TAN GG"{JNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama U PO SUUSUN
b U PN
Jabatan : : - :
U L S

Menyatakan dengan sesungguhnya -bahwa.:

1. Sehubungan dengan SPM Nomor......... ST, | RTRCINEIN SR Faster e tanggal TR
yang kami ajukan untuk diterbitkan . Surat Pemnta_h Pencalran""})'ana (SPQD}"';-'_: S
sudah benar berdasarkan ketentuan yang berlaku dan di persyarakan

2. Semua dokumen persyaratan uniuk penérbitan - Surat Perintah’ Membay
(Uang Persediaan®, Ganti Uang Persediaan®, Tambah Uana Persediaan® dan i
Pembayaran Langsung® kepada bendahara/Pihak: kethaﬁ adalah sudah ben&u S
dan syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. = 0 : g

3. Dokumen dokumen persyaratan untuk penerbitan: SPM tersebut d131mpanfg';'.:
sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat Daerah®/. |
Unit Pelaksana Teknis* sebagai bukti pertanggungjawabankan dan keperluan oy
pemeriksaan aparat pengawas fungsmnal cian kebutuhan lamnya CO

Demikian surat pernyataan ini dlbuat dengan sebemar—benamya da_n apabﬂar._ S

menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya se}aku Pengguna Anggaran/ Kuasa;:_-_- _"_f'f_ ':
Pengguna Anggaran. RO

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan) |

(nama lengkap)

NIP SR _

*) coret yang tidak perlu

3 GUBBRNUR KALIMANTAN BARATA
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LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT BEAD

SURAT PENGEMBALIAN SPM

Pontianak, tanggal/bulan/tahun

Kepada
Nomor D e reerereeerereir v aaas Yth. Kepala SKPD/Biro/UPT selaku
Sifat : Segera/Penting Pengguna Anggaran/Kuasa
Lampiran : 1 (satu) berkas Pengguna Anggaran
Hal :  Pengembalian SPM di -
Tempat

Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPM-UP*/GU*/TU*/LS*} Saudara NOmMOIr © ...cccoveeivvieinninnnne tanggal
....................... dikembalikan, karena tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih

Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara .
Umum Daerah, ' S

{tanda tangan)

(nama lengkap
NIP. '

*) coret yang tidak perlu

3 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,#

F SUTARMIDJI
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LAMPIRAN VIII :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 o '

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURA’I‘ PERINTAH MI‘)MBAYAR DAN PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN: DAN BELANJA DADRAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen -Penc';aii‘an:'-}i)éﬁai (SP2D-UP)°
Uang i’ersed_ia‘an .

SKPD/UPTD/BIRO  ©  ooooeoeeeeeoeeeeereeeeeeeeeeee e BRI

R LR L R N R A R N

A. Penerimaan SPM-UP T R E
1. Nomor dan tanggal SPM-UP L erertereeeenaeae S
2. Tanggal Terima SPM-UP L eetteierererrevin e eeann FECEORTNG e '

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-UP:

a. SPM-UP

b. Pengantar SPM UP

c. Ringkasan SPM UP :

d. Rekening koran dan bukti setor per 31 Desember
tahun sebelumnya :

Tanggal Pengambalian SPM :.......ccocvrrieveereeirerevnnenns ederideeveens RO TREI SRS SR

Tanggal Terima Kembali ..o e e

Diperiksa dan diteruskan oleh - Dlvenfikam/ kerj;akan oleh
Kepala Subbid Perbendaharaan Petugas pelaksana L

(Nama Jelas) | {Naﬁiéidél'és'} i he
NIP. NP

; GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/{
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LAMPIRAN VIii.a

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN. PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN: BELANJA DAERAH
PROVINS] KALIMANTAN BARAT ; :

Lembar Verifikasi Kelengkapén_Dokumen:Pencaifaﬁ:'ﬁ&ﬁé’“{SPEb}GU) S
Ganti Uang

SKPD/UPTD/BIRO 1 e rrerrrereeisan s earensen s s sasnads

R R R N L IS

A. Penerimaan SPM-GU : DR
1. Nomor dan tanggal SPM- GU PP ORI S ST
2. Tanggal Terima SPM-GU ...

B.Kelengkapan dan persyaratan SP2D-GU:

Ada - Tdkada

 SPM-GU et SES P

. Pengantar SPM-GU

. Ringkasan SPM-GU

. Rekap Laporan Pertanggunbg]awaban (LPJ) GU

. Laporan Pertanggung;awaban per Objek |
Belanja T
Surat Pernyataan Tanggung}awab ‘Belanja |
(SPTB)

g. LPJ Penggunaan Dana GU

h. Dokumen lain yang dipersyaratkan

LCI S PR B o i

lt}

Tanggal Pengambalian SPM 1. ....iccovvivicnicninnnnee TR IR FICEo LSRR PNt P

Tanggal Terima Kembali et erreare et aenrenaeerarerans Vewiriraaaiadvensi e

Diperiksa dan diteruskan oleh Diverifikasi/ kez:}akan oieh
Kepala Subbid Perbendaharaan _ Pemgas pelaksana

(Nama Jelas) : (Nama Jelas) =

> GUBERNUR KaLMANTAN BaRATA

~ SUTARMIDJT
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LAMPIRAN VIIL.b
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT -

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BDLANJA DAIL‘RAH ) '
PROVINSI KALIMANTAN BARAT L . RRCE S e Sy

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana (SPQD»’I‘U}

Ta:m‘bah Uaﬁg

SKPD/UPTD/BIRO : .......... O T TE T L it

-------------------------------------------------------------------------------------

A. Penerimaan SPM-GU ' ' R
1. Nomor dan tanggal SPM-TU: .. ereiasinen W
2. Tanggal Terima SPM-TU O PPy SO SRR

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-TU:

. SPM-TU

. Pengantar SPM-TU

. Ringkasan SPM-TU

. Rincian Rencana Penggunaan T

. Laporan Pertanggungawaban Tambah Uang
(LPJ-TU)
Surat Pemya?:aan Tanggung;awab Belanja
(SPTB)
g. Dokumen lain ‘yang dipersyaratkan {Surat
Keterangan apabila belanja' ‘melebihi dari
ketentuan } =

o o0 ot

b

Tanggai Penga}:nba}lan SPM :ia.ii.'..ii.k:-.ii'o.'-'-'oi.i'oii_i_:-_i_i:i"‘_ii:o&'a:o'»zi&i‘,o&loin.véi‘ 6----5----3---03t--- : N S

Tanggal Terima Kembali L

Diperiksa dan diteruskan oleh o f. D1ver1ﬁkas,1 /kergakan oleh
Kepala Subbid Perbendaharaan : Petugas pelaksana

P GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/{ o
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LAMPIRAN VIIL.d
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN. PENERBI’I‘AN SURAT SN
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA: DAERAH--;._-_; SRR

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan ngumen Pencan‘an Dama (SPQD LS)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perhmbangan Objektﬁ' lamnya ﬁ_ '. I B

R N I I I I N T Iy

A.Penerimaan SPM-LS ' PURP AT R
1. Nomor dan tanggal SPM-LS ... R
2. Tanggal Terima SPM-LS OISR PRI LT RN

B.Kelengkapan dan persyaratan SP2D-TP:

a. SPM-LS TP

b. Pengantar SPM-LS TP
c. Ringkasan SPM-LS TP
d. Rincian SPM-LS TP

e. Lampiran SPM LS:

- Daftar penerima tambahan penghasﬂan yang sudah
ditandatangani oleh PNS, Berndahara Pengeluaran,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran B R o

- Rekap dafter hadir harian PNS yang dxtaﬂdatanganl '
oleh Kepala SKPD/Biro/UPT

- e-billing PPh s

- Surat Tanda Setoran (STS) Jlka ada pemotongan

Tanggal Pengambalian SPM t.....oiineiicioni: PR NS IS R A e R Rt

Tanggal Terima Kembali  ......vivieeeneinnn, SRR SO o e s LR R S S

Diperiksa dan diteruskan oleh | Dwerifﬂsta81/ kexﬁfakan' f'leh
Kepala Subbid Perbendaharaan _ Petugas peiaksana

(Nama Jelas) : - (Nama Jelas)
NIP. | N
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LAMPIRAN VIiLe

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR  TAHUN 2020 P =
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAHAMQQMBAYAR DANv ?@@RBITAN SURAT .

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPA’I‘AN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan. Dana(SPQD-LS} Gl :

Honoraritim Pegawai Negeri Sipil

SKPD/UPTD/BIRO & oottt eeseeeeeeaee s eeaneneseaneseseeiaetansesesssnens .

---------------------------------------------------------------------------------

A.Penerimaan SPM-LS _
1. Nomor dan tanggal SPM-LS | it e
2. Tanggal Terima SPM-LS I eresersecsnmrressssucssnisnaernanasnessensanns

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS:.

SPM-LS

Pengantar SPM-LS

Ringkasan SPM-LS

. Rincian SPM-LS

Lampiran SPM LS: o

- Keputusan Pembentukan 'I‘lm

- Daftar tanda terima pembayaran honorarium
yang sudah ditandatangani oleh péenerima
honorarium, bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu, mengetahui PPTK dan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran |

- e-billing PPh '

o po o

Tanggal Pengambalian SPM ‘. .....oioiiiiiriiereceeei v ST COUPTN - s
Tanggal Terima Kemball  f.oocoooiviiiiinniiiiciiieeieee e JRTTON BEa- SN

Diperiksa dan diteruskan oleh Diverifikasi/ kerjakan oleh
Kepala Subbid Perbendaharaan Petugas peiaksana o

{(Nama Jelas) i e (NamaJelas}
NIP. ISR Ry NIP '

j GUBERNUR KALIMANTAN BARAT é e
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LAMPIRAN VIIL.g

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR  TAHUN 2020 S
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT j
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana (SP2D-

Bantuan Sosial Yang Direncanakan

SKPD/UPTD/BIRO  ©  ooeeeeeeeeeeeeeeesteueseeeeseseesesseseeeeeesemse s s seaenseeseseeseeeeseesesesssesessenesessens .

...................................................................................................

A. Penerimaan SPM
1. Nomor dan tanggal SPM S0 RN
2. Tanggat Terima SPM D etemeereereesarira e es vt asa e

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS:

Ada _Tdk Ada
a. SPM-LS |
b. Pengantar SPM-LS;
¢. Ringkasan SPM-LS;
d. Rincian SPM-LS;
e. Lampiran SPM-LS
- Surat permochonan pencairan bantuan sosial dari
masyarakat; :
- Proposal,;
- Fotocopy KTP;
- Surat rekomendasi dari Kepala Daerah dan/atau Kepala
Dinas Teknis terkait;
- Surat keterangan domisili dari Lurah JKepala Desa, _
- Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima bantuan
sosial;
- Kuitansi asli bermaterai (tanda :tangan yang menerima
bantuan sosial, lunas bayar oleh bendahara SKPKD dan
setuju bayar oleh PA/PPKD), dikecualikan untuk bantuan
sosial dalam kondisi darurat dan rumah kwmuh;
- Fotocopy rekening bank atas nama penerima bantuan
sosial; _
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai 6000
dari pihak penerima bantuan sosial, dikecualikan untuk
bantuan sosial yang penetapan penerima bantuan dengan
SK Kolektif ftermasulc bantuan sosial untulk . siswa yang
tidak mampu pada SMA/SMK Swasta dain SLB); 1
- Pakta infegritas, dikecualikan untuk bantuan sosial yang
penetapan penerima bantuan dengan SK Kolektif;
- Syarat-syarat lainnya sesual  ketentuan peraturan'
perundang-undangan
Tanggal Pengembalian SPM D i e e e aa LT TS PIORORURRRR i
Tanggal Terima kembali SPM L e eeetiertnreeereaenarerreraererarererenentrneantnrionninvanarss
Diperiksa dan diteruskan oleh Diverifikasi/ kemakan oleh
Kepala Subbid Perbendaharaan Petugas pelaksana :
{Nama Jelas) jNam&Jelﬁs{ :
NiP. “NIP.

y GUBERNUR KALlMANT AN BARAT JQ. _

SUTARMIDJI =~
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LAMPIRAN VIILh

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020 ' o
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN. PENERBITAN SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN' 'DAN: BELANJA DAERAH :
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan -Dana- (SPQD%S) Lo
Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan

SKPD/UPTD/BIRO

.........................................................................................

D R R R Y LA R R L NI

A. Penerimaan SPM - LS
1. Nomor dan tanggal SPM-LS
2. Tanggal Terima SPM-LS:

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS

SPM-LS;

Pengantar SPM:=LS;

Ringkasan SPM-LS;

Rincian SPM-LS;

Lampiran SPM-LS

- Fotocopy KTP;

- Surat rekomendasi dari Kepala Daerah’ dan / atau'

Kepala Dinas Teknis terkaif;

- Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepaia-’
Desa;

- surat keterangan miskin dari Lurah/ Kepala Desa.
{untuk bantuan sosial yang dlberlkz-m kepada-
individu); 1

- Keputusan Gubernur tentang penetapan penenma' o
bantuan sosial; R e

- Fotocopy rekening bank atas narna penenma R
bantuan sosial; dan o

- Syarat-syarat lainnya sesuad ketentuan peraturan :
perundang-undangan

o Aap TP

Tanggal Pengambalian SPM

-----------------------------------------------------------------------

Tanggal Terima Kembali

L L L T P PR P Y PP

Diperiksa dan diteruskan oleh - Diverﬁikasz dan d}ker;}akan oleh
Kepala Subbid Perbendaharaan ' Petugas / Staf

(Nama Jelas) {Nam, é'JélaS)'_:;.. o Lol

NIP. : B NIP

ﬁ GU’BERNUR KALIMANTAN BARAT (i;.f.* e

“ SUTARMIDJI
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LAMPIRAN VIILi
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBiTAN SURAT._ i R
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH S

TAHUN 2020

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKPD/UPTD/BIRO

Lembar Verifikasi Kelensrkapan Dokumen Penca}ran Dana { SPZD LS)

Bantuan Sosxal Yang Bempa Barang/ Jasa

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

A. Penerimaan SPM - LS

1. Nomor dan tanggal SPM-LS
2. Tanggal Terima SPM-LS '

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS :

o pp oo

SPM-LS;

. Pengantar SPM-LS3

Ringkasan SPM-LS

. Rincian SPM-LS

Lampiran SPM-LS :

Fotocopy SPD;

PPTK;
Proposal;

Keputusan kepala SKPD tekms tentang penetapan e -

penerima bantuan sosial .
Dokumen kontralk;

Kuitansi asli bermaterai (tanda tangan penyedla_ . 1
barang/jasa, mengetahui PPTK, setu}u bayar oleh-.'_ T

PA dan lunas bayar oleh Bendahara} _
Referensi bank asli dan  mnama’

surat perintah kerja/ surat peij; anjian;
Fotocopy NPWP

e-Faktur Pajak dan e»Bﬂlmg,

Berita acara serah terira  hasil- Pekelt]aan,-_- R e E
Oleh Pejabat'.' o

dilakukan dan dltandatangam

----------------------------------------------------

D A L L L LT PR P I P

Nota pencairan dana ya:ng dltandatangam Oleh

penyedla:
barang/jasa, harus sesuai dengan surat. pesanall/ IR

pembuat komitmen dan penyedia, setelah terlebih |

dahulu melakukan pemeriksaan (jika tidak ada e e

PPK maka dztandatangam oleh PA);

Berita acara serah terima barang/jasa dari PPK (B

kepada PA, ditandangi oleh PPK dan PA Ulka ada:-

penunjukan PPK); : e
Berita acara pememksaan admnnstra& hasﬂ: T
pekerjaan barang/jasa, . dﬂakukan

PA;

oleh Penyedia dan PA;

ditandatangani oleh P}PHP/PPHP dlketahm oleh_ o

Berita acara pembayaran yang dltandatangam . S

Surat pemyataan ‘@anggung 3awab muﬂak dam- T

pihak penerima bantuan -
Rp6.000;

berita acara serah terima’ barang kepada penenma FETEE L

sosial’ bermatera;_ R

bantuan Sosial, ditandatangsni oleh Penemna: i

Bantuan Sosial dan PA;.
37




= syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan:

perundang-undangan
Tanggal pengambalian SPM OO S S
Tanggal terima Kembali PP SO _
Diperiksa dan diteruskan oleh Diverifikasi dan dlkexj;akan bleh" R
Kepala Subbid Perbendaharaan - Petugas /staf =~
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.

/’9 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

~ SUTARMIDJT
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LAMPIRAN VIILj

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana (SP2D-1LS)

Belanja Hibalh

SKPD/UPTD/BIRO © eeeerererereetebesstes bt ettt eene s s e e ssese e e erenaraen s s s ssats e s e raenrrarenens

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Penerimaan 3PM-13
1. Nomor dan tanggal SPM-LS S U
2. Tanggal Terima SPM-LS D et eieetecaeseeeeeseeieereesesiestaecasosetessnnnn

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS ;

Ada Tdk ada
a. SPM-LS;
b. Pengantar SPM-LS;
c. Ringkasan SPM-LS;
d. Rincian SPM-LS;
e. Lampiran SPM-LS :
1. Keputusan Gubernur tentang penetapan bantuan hibah;
2. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Hibah dari
Lembaga/ Kelompok Masyarakat yang berbadan hulkuin,
yang melampirkan :
- Proposal;
- Rincian anggaran belanja (RAB], yang besarannya
sesttad dengan SK Penetapan Penerima Hibah;
- Surat keterangan domisili dari Lurah/Desa;
- Fotocopy KTP an. Ketua Pengurus dan Sekretaris
Pengurus dan/atau yang menandatangani dokumen
hibah;
- Surat keputusan susunan kepengurusan
Badan/Lembaga/Kelompok Masyaralkat;
- Fotocopy rekening bank yang masih alktif;
- Fotocopy NPWP;
- Kuitansi asli bermaterai, yang ditandatangani
penerima hibah dan dibubuhi cap instansi/lembaga;
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bermaterai
Rp6.000 dari pihak penerima hibah.
- Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD); dan
- Syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Tanggal pengambalian SPM .
Tanggal terima Kembali U S SO PR S USSR PO OISO
Diperiksa dan diteruskan oleh Diverifikasi/kerjakan oleh
Kasubbid Bidang Perbendaharaan Petugas pelaksana
{Nama Jeias) {Nama Jelas)
NIP. NIP.

ﬂ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 'é

- %UTARMIDJI
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- Fotocopy NPWP;

- e-faktur Pajak dan e-billing,

- Jaminan pelaksanaan asli;

- Bukti pembayaran iuran BPJS
Ketenagakerjaan/Jasa Konstruksi;

- Surat permohonan uang muka yang
ditujukan ke PA/KPA dan jaminan uang muka
asli (jika telah diatur dalam Kontrak];

- Jaminan pemeliharaan asli, apabila ada masa
pemeliharaan dan tagihan sebesar 100%
(seratus persen);

- Jaminan/garansi bank untuk permintaan
pencairan 100% (seratus persen) atas kontrak
vang  berakhir setelah  batas  akhir
penyampaian SPM akhir tahun;

- Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi dilengkapi
dengan : :

a. bukti kehadiran dari Tenaga Konsultan,
sesuai pentahapan wakiu pekerjaan (untuk
Konsultan Pengawasan);

b. bukti penyewaan/pembelian alat
penunjang;

c. bukti pengeluaran lainnya berdasarkan
rincian dalam surat penawaran; dan

d. buku/laporan hasil pekerjaan (sesuai
tahapan pekerjaan).

- dokumen lain yang diperiukan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal pengambalian SPM .....ciiiiiiiiiiiiiiiiieicencrreeaererrvaraassasen s e e

Tanggal terima Kembali e e e et e et et e n ettt a e et seaneenans NIRRT .

Diperiksa dan diteruskan oleh: Diverifikasi/ketjakan oleh
Kasubbid Bidang Perbendaharaan Petugas pelaksana ™
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP. -

3 CUBERNUR KALIMANTAN Barat,|

_ l SUTARMIDJT
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LAMPIRAN VHI.1
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR ' ' o
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT =
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .

TAHUN 2020

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKPD/UPTD/BIRO

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan D'ané.{SPQ.D'-LS} x

Bantuan Keuangan

-----------------------------------------------

A. Penerimaan SPM-LS

1. Nomor dan tanggal SPM-LS
2. Tanggal Terima SPM-LS

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS :

O L0 o

Tanggal Pengambalian SPM :

-------------------------------------------

Tanggal Terima Kembali

Diperiksa dan diteruskan oleh |
Kasubbid Bidang Perbendaharaan

. SPM-LS

. Pengantar SPM-LS
. Ringkasan SPM-LS
. Rincian SPM-LS

. Lampiran SPM-LS

Fotocopy SPD
Keputusan Gubenur teniang Penetapan
Bantuan Keuangan

Nomor rekening kas umum  daerah

pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah:

daerah lainnya, fotocopy rekening bank untuk
partai politik, dan lainnya (diutamakan bank
pemerintah};

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

bermaterai Rp6.000,- dati penerima bantuan
keuangan (khusus untuk partai politik};

Syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

-----------------------------------------------

--------------------------

..........................

D R L R e S LA L

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

Ada " Tdkada -

...........................................

ooooooooooooooooooooooooooooooo

resruravarsanissuasarentsanr e .

Diverifikasi/ kergakan oleh
Petugas p&laksana

(Nama Jelas) (Nama Jelas} .

NIP.

/) GUBERNUR KALIMANTAN BARATQ?Q RENE

NIP
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LAMPIRAN VHI.m

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURA'I‘
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana (SP2D-LS)
Bagi Hasil Pajak Daerah

. .
SKPD/UPTD/BIRO 1 oot ree et care s et e saee s ares e e s b eenrnes

--------------------------------------------------------------------------------

A. Penerimaan SPM-LS

1. Nomor dan tanggal SPM-LS S DU PP
2. Tanggal Terima SPM-LS it rres e s e s renaran
B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS : S
Ada . Tdkada
a. SPM-LS S C
b. Pengantar SPM-LS
c. Ringkasan SPM-LS
d. Rincian SPM-L3
e. Lampiran SPM-LS :
- Fotocopy SPD
- Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Perhitungan  Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah
- Nomor rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten/Kota {diutamakan bank
pemerintah) _
- Syarat-syarat lainnoya - sesuai  ketentuan
perundang-undangan
Tanggal Pengambalian SPM ... eraias e
Tanggal Terima Kembali PP UORUPPTUPON i,
Diperiksa dan diteruskan oleh Diverifikasi/ kerjakan oleh
Kasubbid Bidang Perbendaharaan Petugas pelaksana
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP,

7 OUBBRNUR KAUMANTAN BARAT

SUTARMIDJI
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LAMPIRAN VIIL.n _
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURA’I‘_ g
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN-BELANJA DAERAH 3
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dolkumen Pencairan Dana’( SPQDé-LS'} :

SKPD/UPTD/BIRO

Belanja Operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD -

-----------------------------------------------

A. Penerimaan SPM-LS

1. Nomor dan tanggal SPM-LS
2. Tanggal Terimma SPM-LS

B. Kelengkapan dan persyaratari SP2D-LS

© 00 o

Tanggal Pengambalian SPM . ....ccooiiiiiiiiciiiiciaeeen,

Tanggal Terima Kembali

Diperiksa dan diteruskan oleh

. SPP-LS

. Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
. Rincian SPP-LS

. Lampiran SPM-LS :

Fotocopy SPD;

Kuitansi Asli (ditandatangani oleh pimpinan
DPRD  yang  menerima, bendahara
pngeluaran dan setuju bayar oleh PA);
Daftar penerimaan biaya operasional
pimpinan DPRD;

Pakta Integritas penggunaan  belanja

operasional pimpinan DPRD;

Syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

...............................................

ooooooooooooooooo

-----------------

----------------------------------

---------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

...........................................

LR T R P TR R

L R N R X

Diverifikasi/ kergakan oleh

Kasubbid Bidang Perbendaharaan Petugas pelaksana
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. ‘NIP.
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LAMPIRAN VlIil.o :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020 _ : R o
TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKPD/UPTD/BIRO

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana ( SPZDJQS}

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

...................................

A. Penerimaan SPM-LS

1.
2.

Nomor dan tanggal SPM-LS L eerteerrarenirenrereraariaiaans
Tanggal Terima SPM-LS L e

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS

Tanggal Pengambalian SPM

Tanggal Terima Kembali

o a0 o

. SPM-LS

. Pengantar SPM-LS

. Ringkasan SPM-LS

. Rincian Rencana Penggunaan SPM-LS

Lampiran SPM-LS :

- Salinan SPD

- Resume /Ringkasan Kontrak

- Referensi Bank Asli _

-Jaminan Pelaksanaan Dari Lembaga Keuangan (Bank
atau Asuransi)

-Jaminan Uang Muka/Jaminan Pemeliharaan (sesuai
kebutulian)

- e-Faktur

- e-billing (PPn-PPh)

- NPWP

- Foto Fisik (0%, 50% dan 100%)

- Dokumen lain yang dipersyaratkan
Dokumen Pelengkap :

- Kuitansi Asli bermaterai :

- Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerja

Nomor : Tanggal :

- Surat Pesanan/Surat Perintah Mulai Kerja
Nomor : Tanggal :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa
Nomor : Tanggal :

- Berita Acara Serah Terima barang dan Jasa
Nomor : Tanggatl :

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor : Tanggal :

- Berita Acara Pembayaran _
Nomor : Tanggal :

-----------------------------------

................................

....................

-------------------

-------------------

................................................

...............................




Diperiksa dan diteruskan oleh Diverifikasi/kerjakan oleh

Kasubbid Bidang Perbendaharaan Petugas ﬁeiakééna ol
(Nama Jelas) . (Nama Jelas)
NIP. NIP. '
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LAMPIRAN VIILp
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT E '
PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BI}LANJA ﬁAERAH -

TAHUN 2020

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan :Dah'é'f{SPéD:—'LS)' e

SKPD/UPTD/BIRO

Pengadaan Tanah

ooooooooooooooooooooooooooooo

A. Penerimaan SPM-LS

1. Nomor dan tanggal SPM-LS
2. Tanggal Terima SPM-L5

B. Kelengkapan dan persyaratan SP2D-LS

a. SPM-LS

b. Pengantar SPM-LS
c. Ringkasan SPM-LS
d. Rincian SPM-LS

e. Lampiran SPM-LS :

1.
2.

3.

8.

9.

Fotocopy SPD;

Nota pencairan dana yang ditandatangani

oleh PPTK;

Fotocopy bukti kepemlhkan tanah /sertlﬁkat-

hak atas tanah;

. Kuitansi Asli bermaterai (dltandatangm oleh
pemilik tanah, mengetahui PPTK, setujubayar| -~
oleh PA/KPA dan lunas bayar oleh bendahara:

pengeluaran/bendahara - pengeluaran”

pembantuy);

. Bukti pembayaran PBB tahun transaksi;
. Surat persetujuan harga antara pemililk dan__

pithak pembeli;

. Surat pernyataan dari penjual bahwa tanah

tidak dalam sengketa atau tidak dalam
agunan,;

Surat pelepasan/penyerahan hak ataé". o

tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;

Surat pelepasan adat (jika status tanah adat);

10. e-billing PPh Final atas pelepasan hak;
11. fotocopy Rekening Bank atas nama pemilik

tanah;

12. pengadaan tanah tidak lebih dari 1 (satu)

hektar juga melampirkan :

a) ijin lokasi oleh Bupati/Walikota;

b) daftar nominatif diketahui oleh
Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;

c) berita acara pengadaan tanah diketahui
oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat
setempat;
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